
Menimbang 

Mengingal 

BUPATI BOGOR 

a. bahwa. dalam rangka penyedenggaraan olonomi 
desa yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, 
pelu dbenlik Badan Pewakilan Desa jjang 
berfungsi mengayomi adat isliadal, membual 
peraluran desa, menampung dan menyalurkari 
aspirasi masyarakat sela melakukan pengawasan 
terhadap peny elenggaraan Pem erinlahan Desa. 

b. bahwa agar Badan Perwakilan Desa dapal 
melaksanakan lugas dan fungsinya dengan baik 
pelu pengaluran tentang Badan Perwakilan Desa 
Sela Tala Cara Pembenlukannya dengan 
peraturan daerah. 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tenlang 
Pemeinlahan Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Jawa Baral Berila Negara Tahu 1950 
Nomar 8); 

2.Undang-undang..... . .  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
NOMOR 4 TAHUN 2000. 

TENTANG: 

BADAN PERWAKILAN DESA SERTA 
TATA CARA PEMBENTUKANNY A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI ROGOR, 
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2. Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999 tenlang 
Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Tahuin 
1999 Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomar 3839); 

3. Kepulusan Presiden Nomar 44 Tahun 1999 tenlang 
Teknik Peyusunan Peraluran Perundang­ 
undangan dan B enluk Rancangan Uhdang-uinding, 
Rancangan Peraluran Per erinlah dan Rancangan 
Kepulusan Preside; 

. . 

4. Keputusan Menleri Dalam Negei Nomar 63 Tahun 
1999 tenlang. Pelurjyk Pelaksanaan dan 

. enyesuaian Peristilahan Dalam Penydengga'aarj 
Pemeinlahan Desa dan Kekurahan; . 

. . 

·5. Kepulusan Menlei Dalam Negei Nomar 64 Tahun 
1999 tenlang Pedaman Umum Pengaluran 
Mengenai Desa. 

Oengan perselujuan 

DEWAN PERW~KIL~N RAKY~T DAERAH KABUPATEN BOOR .  
.  .  .  

£  

Menelapkan 

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN B0GOR 

TENTANG BADAN PERWAKLAN DESA SERTA 

TATA CARA PEMBENTUKANNYA. 

848I... . . . .  
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8AB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraluran daerah ini yang dmaksud dengan: 

1. Pemeinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten 
800r, 

2. Bupali adalah Bupali Bogor, 

3. Camal adalah Kepala Kecamalan sebagai 
PeangkAt Daerah Kabupaten Bogar; ' 

% % d , 

4. Desa alau yang dsebul dengan nama lain adalah 
kesal~an masyarakal hukum yang merhilki 
keven~rigah infuk mengalur . dan  mengurs 
kepenlingan masyarakal selempal yang dakui 
dalam cislem 'pemerinlahan nasional dah berada d 
daerah kabupaten; 

5. Pemerinlahan Desa adalah kegialan pemerinlahan 
yang laksanakan leh Pemerinlah Desa dan 
Badan Pevakian Desa; . 

6.: Pemeinlah Desa adalah kepala desa alau yang 
dsebut dengan nama lain dan perangkal desa; 

7. Kepala desa alau yang dsebul dengan nama lain 

adalah pimpinan P em erinlah Desa; 

8. Peangkat deca adalah pembanlu kepala desa 
yang ferdri dari unsur claff, unsur pelaksana teknis, 
sela unsur wilayah; 

9.Peraluran . . . . . . .  
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9. Peraluran desa adalah peraluran-peraluran yang 
dlelapkan deh kepala desa dengan perelujuan 
Badan Perwakian Desa; 

10. Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa yang 
sedanjuinya dsebut APB-Desa adalah angsaran 
pendapalan dan pengekaran desa yang terdri dari 
anggaran rutin dan pembangunan yang dlelapkan 
deh kepala desa dengan perselujuan Badan 
Perwakilan Desa untuk jangka waktu 1 (salu) tahun. 
kecuali dtenlukan lain berdasarkan peraluran 
perundang-undangan .yang belaku; 

11. Badan Perwakian Desa alau yang sebut' derigan 
nama lain yang- selanjulnya dsebut BPD adalah 
badan perwakian yang ierdri alas pemuka-emuka 
masyarakal yang ada d desa yang befungsi 
m engay ami ad~l istiadat, m embiual peraturan desa, 
rhenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakal 
s'eta melakukan pengawasan terhadap 
peny elenggaraan Pemerinlahan Desa; 

12. Pemuka masyarak~l ' a dal ah  tlakoh-Ackth 
masyarakal yang terdri dari kalangan adal, agama, 
organisasi sosial polilik, gdongan profesi yang 
belempal linggal d desa selempal; 

13. Pejabat adalah PNS d lingkungan Pemerinlah 
Kabupalen B0gar. 

BAB1l... ... .  
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BABII 

PEMBENTUKAN DAN MASA BAKTl 

ANGGOTA BPD 

Pasal 2 

(1) Pembenlukan BR) dlakukan di seliap desa dan 
anggolanya dpiih deh penddk desa dari 
kalangan adal, agama, organisasi social politik, 

gdongan profesi dan unsur pemuka masyarakat 
lainnya yang mem enuhi persyaralan. 

. 

(2) Masa bakli anggola BFD sebagaimana· dmaksud 
dalam ayaf '(1), adalah 5 (ima) 'lahun sejak 
dusukan dan dlanlik leh bupali. 

(3) Keangolaan BPD lidak bdeh drangkap dengan 
Perangk~l Desa. 

B.ABUI 

KEANGGOTAAN DAN K~PENGURUSAN BPD 

Pasal 3 

(1) Jumlah anggola BPD dlenlukan berdasarkan 
jumlah penddk desa yang bersangkulan, 
dengan kelenluan : 

a. jumlah sampai dengan 1.500 jwa 5 (ima) 
orang anggola; 

b . 1 .501 . . . .. .  
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b. 1.501 sampai dengan 2.000 jwa 7 (lujuh) 
orang anggola; 

c. 2.001 sampai dengan 2.500 jwa 9 (sembilan) 
orang anggola; 

d. 2.501 sampai dengan 3.000 jwa 11 (sebelas) 
orang anggola; 

e. 3.001 sampai dengan 5000 jwa 13 (tiga belas) 
orang anggola; . 

f. lebh dari 5000 jwa 15 (fma belas) orang 
anggola. 

p2 Yang dapat dpilh' menjad anggola BFD atdala 
pendd.k desa',warga negara Indonesia denan, 
syaral-syaral : 

. . .  

a. belaqwa kep~da Tuh~n Yang Maha Esa; 

b. selia dan laal kepada Pancasila dan Uhndang-, 
undang Das~r 1945; 

c lerdaflar secara sah cebagai ·warga desa 
selempal dan berlempal tinggal d desa 
tersebul sekurang-kurangnya 2 (da) tahun 
terakhir dengani lidak terputus-pulos; 

d. lidak pemah teribal langsung alau tidak 
langsung dalam kegiatan yang mengkhianali 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 
30 SPKI darlalau kegiatan organisasi 
terlarang lainnya. 

e. bepeddkan sekurang-kurangnya Sekolah 
Lanjulan Tingkal Pelama dan alau 
berpengelahuan yang sederajal; 

f.beumur .. . . . .  
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f. berumur sekurang-kurangnya 25 (da puluh 

ima) tahun dan selinggi-tingginya 65 (enam 
puiuh lima) tahun dhilung sejak saal 
pedaftaran; 

g. sehal jasmani dan rohani; 

h. nyala-nyala lidak terganggu jwa/ngalannya; 

i. bekelakukan bak, jujur dan adi; 

j. lidak peah dihukum penijara karena 
melakukan tindak pidana; 

k lidak dcabut hak pilihnya berdasarkan 
kepulusan pengadlan, yang mempunyai 
kekualan hukum yang telap; 

I. 'megenal'desanya dan dkenal masyarakal d 
desa sedempal; 

m. beseda dcalonkan menjad nggola BPD. 

. . 

Pasal 4 

(1) Pimpinan BPD terdri dari kelua dan wakil kelua 

(2) Wakil kelua sebagaimana dmaksud dalam ayal 
(1) sebanyak-banyaknya 2 (da) orang sesuai 
dengan pebandingan jumlah anggola BPD; 

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dmaksud dalam 
ayal (1) dpilih dari dan leh anggola BPD secara 
langsung dalam rapat BPD yang dadakan secara 
khusus; 

(4)Rapat...... 
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(4) Rapal pemilihan pimpinan BPD unluk perdama 
kalinya dpimpin deh anggola lertua dbanlu leh 
anggola termuda; 

") Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD 
dbanlu leh sekrelarial BPD; 

6) Skrelariat BPD sebagaimana dmaksud dalam 
ayal 5) dpimpin leh sekrelaris BPD dan dbanlu 
leh slaf sesiai kebutuhan yang dangkal leh 

kepala desa alas perselujuan pimpinan BPD dan 
tidak merangkap sebagai perangkal desa. · 

. . 

BABIV 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD 
f 

Pasal 5 

(1) BPD bekeddkan sejajar dan menjad 'milra 
Pemeinlah Desa. 

(2) BPD mempunyai fungsi: 

a. mengayomi, yailu menjaga keleslarian adal 
isliadat yang hidup dan berkembang d desa 
yang bersangkulan sepanjang menunjang 
kelangsungan pembangunan; 

b. legislasi, yailu merumuskan dan menelapkan 
peraluran desa bersama-sama Pemerinlah 
Desa; 

c.pcgawasan...... 
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c. pengawasan, yailu melipuli pengawasan 
terhadap pelakcanaan peraluran desa, APB­ 

Desa seda kepulusan kepala desa; 

d. menampung aspirasi masyarakal, yailu 
menerima dan menyalurkan aspirasi dari 

masyarakal kepada pejabal alau inslansi yang 
bewenang. 

(3) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dmaksud 
dalam ayal (2) dlelapkan dalam peraluran lala 
tertib 8PD. 

BAB'V 

TUGAS DAN WEWENANG BPD 

Pasal 6 

(1) BPD mempunyai lugas dan wewenang : 

a. mengusukan pengangkalan dan 
pembehenlian kepala desa dan penjabal 
kepala desa; 

b. bersama dengan Pemerinlah Desa 
membenluk peraluran desa; 

c. bersama dengan Pemerinlah Desa 
menelapkan APB-Desa; 

d.memberikan..... . 
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d. memberikan perselujuan alas pengangkalan 
perangkal desa; 

e. membekan perselujuan dalam kerjasama 
anlar desa dan alau pihak keliga; 

f. melaksanakan pengawasan lerhadap : 

1) pelaksanaan peraluran desa dan peraluran 
lainnya; 

2 pelaksanaan kepulusan kepala desa; 

3) plaksanaan AB-desa; 

4) kebijakin Pem erinlah Desa; 

5) pelaksanaan kerja sama anlar desa dan 
alau pihak lain. 

6) kekayaan desa. 

g. menampung dan menindaklanjuli aspirasi 
masyarakal; 

Q2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana 
dmaksud dalam ayat (1) dalur dalam peraluran 
tala tertb BPD. 

BAB VI... . . . .  
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BABVI 

HAK DAN KEWAJIBAN BPD 

Pasal 7 

(1) BPD mempunyai h~k :  

a. meminla pedanggungiawaban kepala des a; 

b. meminla k~lerangan kepada Pemerinlah 
Desa; 

c. megadakan peubahan alas rancangan 
peraluran desa; 

d. megajukan pemnyalaan pendapal; 

e megajukan rancangan peraluran desa; 

f. menenlukan anggaran belanja BPD; dan 
4 

g. men~lapkan peraluran lala tertib 8PD. 

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dmaksud dalam 
ayal (1) dalur dalam lala lertib 8PD. 

Pasal 8 

(1) BPD dalam melaksanakan tugasnya behak 
meminla Peerinlah Desa, warga masyarakal 
alau pihak lain unluk memberikan kelerangan 
tenlang cualu hal yang pedu dlangani demi 
kepenlingan pemerinlahan dan pembangunan 
desa. 

Q)Pelaksanaan .. . . . . 
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() Pelaksanaan hak, sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) dalur dalam peraluran tata telb BPD. 

Pasal 9 

8PD mempunyai kewajban : 

a. membina dan mengembangkan nilai-nilai 

demckrasi dalam penyedenggaraan Pemerinlahan 
Desa: 

' 

b. meningkatkan kesejahleraan rakyal d desa; 

c. mempehalkan an menyalurkan aspirasi, 
meneima keluhan dan pengadan masyarakal, 
~ela memfasililasi findak l~njut penyelesaianiya. 

BAB I 

TATA TERTIB BPD 

Pasal 10 

(1) Peraturan lala· l~rlib 8PD dlelapkan dengan 
kepulusan BPD. 

Q2) Keputusan BPD sebagaimana dmaksud dalam 
ayat (1) memual malei anlara lain mengenai : 

a. pedlaksanaan fungsi BPD; 

b. pelaksanaan lugas dan wewenang anggola 
BPD; 

c.pelaksanaan....... 
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c. pelaksanaan hak dan kewajban BPD; 

d. mekanisme pengambilan kepulusan rapal 
8PD. 

BABVIII 

MEKANIS ME PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN RAPAT BPD 

Pasat 11 

. .  .  . .  .  

(1) BPD waj mengupayakan, pilaj-nilai demakrasi 

yang berdasarkan musyawarah unluk mufakal 
dalam pengamblan keputusari; 

(2) BPD mengadakan rapal secara bekala cekurang­ 
kurangnya 2'(dua) kal dalam selahun. 

I • 

(3) Rapat BPD dnyalakan sah jka dhadri sekurang­ 
kurangnya .2/3 (da peliga) dari jumlah anggola 
BPD dan putusan dambil dengan perselujuan 
sekurang-kurangny~ % (selengah) dlambah 1 
(salu) dari jumlah anggola BPD yang hair 

(4) Jika perhilungan 23 (da peliga) dan % 
(setengah) dilambah 1 (salu) dari jumlah anggola 
BPD menghasikan angka dbelakang koma, 
maka dbulalkan ke alas. 

5) BPD mengadakan rapal alas undangan kelua 
BPD. 

(6)Pelaksanaan. . . . . . .  
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(6)  Pelaksanaan keteluan, sebagaimana dmaksud 
dalam ayat (1), ayat Q2) dan ayat (g3) dtelapkan 
dalam peraturan tala tertib BPD. 

(7 Rapa! BPD bersifat tebuka dapat dhadri deh 
pejabat dan warga desa, kecuali unluk hal-hal 
khusus yang dalur. dalam lala lerlib BPD. 

(8) Pejabal dapal memberikan pertimbangan/saran 
dalam rapa! BPD alas izin pimpinani rapal. 

BAB X 

LARANGAN ANGGOTA BPD 
Pasal 12 

Anggola BPD ~larang : 

a. besikap lidak adil, dskriminalif seda mempersulit 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal. 

b. menerima hadah/pemberian dari seseorang alau 
pihak lain yang dapal mempengaruhi 

kepulusannya. 

c. mengadakan persekuluan dengan kepala desa, 
dalam menenlukan kebijakan unluk kepenlingan 
pribad. 

8ABX.. ... . .  
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BA9 X 

PEMBERIHENTIAN ANGGOTA BPD 

Pasal 13 

(1) Keanggolaan BPD berhenli alau dberhenlikan 
karena : 

a. meninggal dnia; 

. b. megajukan behenli alas perminlaan sendiri; ­ 

c. pindah lempal linggal keluar des~; 

d. beakhir masa keanggolaannya, dan :delah dlanlik 
anggola PD yang baru. 

e. lidak lagi memenuhi cyaral cebagaimana dmaksud 
dalam Pasal 3 ay~l (2); 

f. melanggar larangan ketenluan cebagaimana 
dmaksud dalam Pasal 12; 

g. megalami krisis kepercayaan publik yang luas 
akibal kasus yang melbatkan langgungjawabnya. 

() Pemberhenlian sebagaimana dmaksud dalam syat (1) 
dlakukan oleh bupali alas usud pimpinan BPD 
berdasarkan kepulusan rapal BPD; 

849X1. . . . . .  
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BABXI 

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD 

Pasal 14 

(1) Pengganlian anggola BPD anlar waklu dan 
pimpinan BPD dapal dlakukan' apabila terjadi 
kekosongan. 

Q2) Anggola BPD anlar waktu berasal dari calon 
anggola yang mendapal cuara lebanyak 
berdasarkan utulan pada saal pemiihan al 
anggola 8PD periode lerakhir. ' 

.(3) Pengganli pimpinan BPD dpilih dari anggola yang 
ada dalami rapal khusus. 

(4)ggola BPD anlar waklu dusukan oleh 
pimpinan BPD untk dsahkan deh bupali dan 
dlantik deh pimpinan BPD. i 

) Jala cara pengganlian anggola BPD anlar waktu 
dan pimpinan BPD dalur dalam lala lelb 8PD. 

BAB XII . 
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BABXll 

KEUANGAN BPD 

Pasal 15 

(1) Anggola BPD behak meneima uang sidang 
sesuai kemampuan keuangan desa. 

(2) Uang sidang anggola BPD sebagaimana 
dmaksud dalam ayat (1) dtelapkan seliap tahun 
dalam APB-Desa.·  

Pasal 16 
. . 

(1) Unaluk kepekian kegialan 8PD dsediakan biaya 
sesuai dengan kemampuan keuangan dsa yang 
dkelda deh sekrelariat BPD. 

Q2] Biaya_ sebagairana dmaksud dalam ayal (1) 
dtlapkan seliap lahun anggaran dalam APB 
Desa. 

(3) Keddkan keuangan BPD dalur dalam 
peraluran desa. 

BAB XIII . . . . .  
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BAB XIII 

PEMILIHAN ANGGOTA BPD 

Bagian Kesatu 

Panitia Pemilihan 

Pasal 17 

(i) Panitia pemiihan anggola- BPD dbeluk deh 
BPO .  

(2)  Panilia  pemiihan sebagaimana dmaksud .dalam 
ayat (1) keanggolaannya terdri dari :  

.  .  

a. unsut perangkal des~; 
. . : 

b. pemuka-pemuka masyarakal. 

(3) Panilia pemilihan sebagaimana dmaksud dalam 
·ayat Q2 mempunyai tugas: ' 

• I 

a. menerima pendaftaran bakal calon; 

b. melaksanakan pendaflaran pemih unluk 
· sedanjulnya dsahkan leh kelua panilia 

pemihan; ' · '  

c. meerima dan melakukan penelitian 
adminislrasi atau seleksi persyaralan 
administrasi bakal calon unluk dlelapkan 
sebagai calon yang berhak dpilih; 

d. mengumumkan nama-nama calon yang 

berhak dpilih; 

e.menelapkan...... 
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e. meelapkan jadwal proses pencaloan dan 
pelaks anaan pemithan enggola BPD; 

f. mengajukan rencana biaya pemiihan; 

g. menelapkan hasil perihan; 

h. membual beila acara pemilhan, yang 
dlengkapi dengan daflar perolehan suara dari 

cluruh calon. 

Bagian Ke dua 

Persyaratan Pemilih 

Pasal 18 

Yang dapal memiih anggola BPD adalah; penddk 
desa warga negara Indonesia yang : 

a. lerdaflar sebagai penddk desa yang 
besangkulan secara sah sekurang-kurangnya'6 
(enam) bulan dengan tidak terpulus-pulus; 

b. sudah mencapai usia f7 (tujuh belas) tahun alau 
pemah kawin; 

c. lidak dcabut hak pilihnya berdasarkan kepulusan 
pengadlan yang telah mempunyai kekualan hukum 
yang leap. 

8agian . . . . . . . .  
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Bagi an Ketiga 

Pendaftaran Perilih 

Pasal 19 

(1) Pendaflaran pemiih dlakukan aleh panilia 
'pemihan; 

(2) 'Daflar pemiih yang sudah dlelapkan deh ketua 
panitia pemilihan dumumkan d papen 

pengumuman yang mudah- dbaca deh 

masyarakat umum; ' 

03) Jumlah.calan anggola BPD yand aka dpilih 
dupayakan sek~rang-kurangnya 2 (dua) kali 
jumlah ~nggola yang akan dlant ik. .  

.  

Bagi an Keempat 

Mekanisme Pencalonan dan Pernilihan 
. . 

Pasal 20 

(1) Mekanisme pencalonan dan pemiihan anggola 
BPD adalah sebagai berikul : 

a. panilia perilihan memberilahukan kepada 
masyarakal secara telufis fenlang akan 
dlaksanakannya pemilihan anggola 8PD; 

b.panilia . 
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b. panilia pemilihan menerima pendaflaran bakal 
calon yang ddkung sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) warga desa yang behak memiih; 

c. panilia pemilihan celelah meerima pengajuan 
bakal calan selanjulnya menyampakan daflar 
isian persyaralan yang harus dlengkapi deh 
bakal calon; 

d. bekas persyaralan yang telah dpenuhi bakal 
calon disampaikan kembali kepada panilia 
pemiihan; 

e. panilia pemilihan mengadakan seleksi 
administralif unluk menelapken calon yang 
behak dpiljh untuk cedanjulnya 
mengumumkan kepada masyarakal desa; 

f. panilia pemiihan menelapkan jadwal 
pemilihan ,anggola BPD dan miergumumkan 
cbla meyampaikan undangan kepada 
rlasyarakat. 

(2) Pemiihan Anggola BPD dlaksanakan cecara 
umum, langsung, b~bas dan rahasia deh 
pendudk yang behak memilh. 

(3) Seliap pemilih menenlukan pilihannya hanya 
kepada 1 (salu) orang calon. 

(4) Hak pemiih lidak bisa diwakikan dengan alasan 
apapun. 

)Clan . . . .. . .  
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6)  Calon terpilin dlelapkan melalui urutan perolehan 
suara lebanyak. 

65) Dalam hal terdapal calon yang memperodeh suara 
yang sama, maka penenluan urulan sebagaimana 
dmaksud dalam ayal 5) dlakukan oleh panilia 
dengan cara dund. 

(7) Hasil pemiihan anggola BPD dajukan deh 
panilia pemilihan untuk dsahkan dan dlanlik 'oleh 
bupali. 

Bagan Kelima 

Biaya Pemilihan Anggota BPD 

Pasal ,21 

Biaya pemiihan anggola 8PD dbebankan kepada 
APB-Desa. 

BAS XIV . 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

(1) Selama belum dbenluk 8PD berdasarkan 
peraluran daerah ini, L embaga Musyawarah Desa 

(LMD) yanig sudah ada d seliap desa 
melaksanakan fungsi BPD, kecuali unluk 
memberhenlikan kepala desa sebelum berakhir 
masa jabalannya; dengan telebih dalulu 
memberhentikan kepala desa dari jabalannya 
sebagai kelua LMD 

(2) Selajnbal-lambalnya' 1 (salu) tahun sejal 
belakunya Peralurar ·Da~rah- ini dseliap desa 
harus cudah dbentuk 8PD. 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 23 

Sebulan BPD dalur lebih lanjut dengan kepulusan 
bupali dengan mempehalikan kodsi cosial budaya 
masyarakat celempat celelah mendapal pedimbangan 
pimpinan DPRO. 

BABX\/1 . 
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BABXVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

. Ha hal lain yang belum datur 'dalam peraluran daerah 
ini sepanjang yang bersifa! {eknis pelaksanaan dalur 
lebih lanjut dengan kepulusan bupali. 

Pasal 25 

. . ' . 

Pealuran daerah ini- mulai belaku, pada l~hggal 
dundangkan. 

Agar seli~p orang dapat mengetahuinya, 
memerinlahkan pengundangan peraluran daerah ini 

dengan penempalannya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan di Cibinong. 
pa da tanggal 27 Mei 2000. 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

AGUS UT ARA EFFENDI. 
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Diundangkan d Cibinong 
pa da tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SUUDI 

. . . 

LEM~ARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2000:  NOMOR ti 

Salinan sesual dengan aslinya 

Drs. H. Y UY1\ [ N  MUSLHAT, MM. 
P E M B I N  
NIP. 010.081.222. 


